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PENETAPAN
Nomor 2186/Pdt.G/2024/PA.Bks.

PR 1P -
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama,
dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut
di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir di Bekasi, 07 Agustus 1996 (umur 28
tahun), NIK XXX, agama Islam, pendidikan terakhir SMK,
pekerjaan Wirausaha, nomor handphone XXX, tempat
tinggal di XXX, sebagai “Penggugat”;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir di Bekasi, 02 Januari 1995 (umur 29
tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMK, tidak
bekerja, dahulu bertempat tinggal di XXX, Jawa Barat.
namun hingga saat ini tidak diketahui keberadaanya yang
pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat gugatan Penggugat;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juli 2024
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan
Nomor 2186/Pdt.G/2024/PA.Bks. pada tanggal 3 Juli 2024 mengajukan hal-
hal sebagai berikut:
1. Bahwa, pada tanggal 05 Mei 2018, Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Sesuai
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dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0575/035/V/2018, tertanggal 07 Mei

2018;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal terakhir di XXX, Jawa Barat;

3. Bahwa, sebelum adanya perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat
telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da
dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX, laki-
laki, lahir di Bekasi, 21 September 2018, Pendidikan saat ini belum
sekolah, Saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tidak terjalin rukun dan tidak harmonis. Kemudian rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus,
yang penyebabnya antara lain;

a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala
keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah
lahir bagi Penggugat serta nafkah bagi anak Penggugat dan
Tergugat, di mana Tergugat lebih sering mengandalkan
pendapatan dari Penggugat;

b. Bahwa pihak keluarga Tergugat kurang bisa menjalin komunikasi
yang baik dengan Penggugat, di mana pihak keluarga Tergugat
sering kali membela Tergugat meskipun saat Tergugat bersalah;

5. Bahwa, puncaknya pada tanggal 07 Juni 2021, dimana terjadi
pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat
keluar dari rumah bersama tanpa izin Penggugat, sejak saat itu
Tergugat sudah tidak pernah kembali ke rumah bersama dan Tergugat
sudah tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya;

6. Bahwa, untuk menguatkan alasan Penggugat melampirkan surat
keterangan Ghoib Nomor: 474/1515-Kl.Js, yang dikeluarkan oleh
Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa
Barat, tertanggal 07 Juli 2024;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk
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membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah
sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih
baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP
No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan
menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua

Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini,

untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap
Penggugat (XXX);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang
berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

10.Bahwa, pada tanggal 05 Mei 2018, Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0575/035/V//2018, tertanggal 07 Mei
2018;

11.Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal terakhir di XXX, Jawa Barat;

12.Bahwa, sebelum adanya perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat
telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da
dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX, laki-
laki, lahir di Bekasi, 21 September 2018, Pendidikan saat ini belum
sekolah, Saat ini dalam asuhan Penggugat;
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13.Bahwa, sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tidak terjalin rukun dan tidak harmonis. Kemudian rumah tangga

Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus,

yang penyebabnya antara lain;

a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala
keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah
lahir bagi Penggugat serta nafkah bagi anak Penggugat dan
Tergugat, di mana Tergugat lebih sering mengandalkan
pendapatan dari Penggugat;

b. Bahwa pihak keluarga Tergugat kurang bisa menjalin komunikasi
yang baik dengan Penggugat, di mana pihak keluarga Tergugat
sering kali membela Tergugat meskipun saat Tergugat bersalah;

14.Bahwa, puncaknya pada tanggal 07 Juni 2021, dimana terjadi
pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat
keluar dari rumah bersama tanpa izin Penggugat, sejak saat itu

Tergugat sudah tidak pernah kembali ke rumah bersama dan Tergugat

sudah tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya;

15.Bahwa, untuk menguatkan alasan Penggugat melampirkan surat
keterangan Ghoib Nomor: 474/1515-Kl.Js, yang dikeluarkan oleh

Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa

Barat, tertanggal 07 Juli 2024;

16.Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk
membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah
sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih
baik diputus karena perceraian;

17.Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP

No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

18.Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan

menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua
Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini,
untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
PRIMAIR :
4. Mengabulkan gugatan Penggugat;
5. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap
Penggugat (XXX);
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang
berlaku;
SUBSIDAIR :
Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan
Penggugat sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan
nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah

tangga seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan tanggal 13
November 2024 Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan bahwa
Penggugat akan mencabut surat gugatannya karena Penggugat akan rukun
kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini
ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara
persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat
adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata Penggugat telah
menyatakan secara lisan di persidangan mencabut gugatannya hal mana

dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang
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berlaku. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu dibuat penetapan
tentang telah dicabutnya surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diproses dan
berdasakan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul
dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya
sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan
dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor
2186/Pdt.G/2024/PA.Bks.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs.
Suyadi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. dan Drs.
Rahmat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah
dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka
untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra.
Masniarti sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
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Drs. Suyadi

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Dra. Masniarti

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- ATK Perkara :Rp 75.000,00
PNBP panggilan ‘Rp 20.000,00
Biaya panggilan ‘Rp 510.000,00
Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah 'Rp 655.000.00

(enam ratus lima puluh lima ribu

rupiah);
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